Aue
4

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 0 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, ﬁNﬁURUSAN,PENGELOLAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

BUPATI KEPAHIANG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentaiig Pendirian, Pengufus, dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
maka perlu dilakukan pengaturan tentang Pedoman
Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kepahiang;

. bahwa - dalam ‘rangka meningkatkan pendapatan

masyarakat dan desa serta menlumbub Kembaagkan

" ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,

pemberdayaan masyarakat, pengelolaati asset milik desa
dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka
dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kepahiang
tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa).

;: Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pémibeéritiikati Kablipatéen Lebornig dan Kablipatén Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 154, Tambahatni Lembaran Négara
Republik Indonesia Nomor 4349);

: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Péririibatigan keélarigan aritara Peéreérinitalh Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); '
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Pemérintahan Daérah (Lémibaran Négara Répiuiblik Indenésia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 5587) sebagaimatia telah diubah
beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua  atas
Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679},

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Perribagiann Urusanl Pemefifitahian antafa Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomior 82, Taifibaliali Lefnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737});

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717};

: Peraturan Menteri Desa; Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

; Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang

Pembentiikan Susuian Perangkat Daérfali Kabupaten
Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
2016 Nomior 13;

. Peraturan Bupati Kepahiang No 25 tahun 2016 tentang

Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OFD)
Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN; PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kuyﬁl. I\.a.l.)upi:ll.cll SCHLIAL ucuguu 1uug::u ualil ncwcuausauu_y'a. ladllig=
masirig;

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupatéri adalah Unsur pényéleniggara Pemiérifitahan Kabilipatéi yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten,;

Bupati adalah Bupati Kepahiang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilain Rakyat Daérah Kabupaténi Kepahiang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

Organisasi Perarigkat Daerah di  lingkurigan Permerintah  Kabupatén
Kepahiang,

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang di wilayah kerjanya;

Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas
Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sisterii Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Ihdonesia;

Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selan_]utnya dlsebut, BPD adalah

pemerintahan Desa sebaga1 unsur penyelenggara pemermtahan Desa;

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran
pératuraii Desa yaiig meinuat sumber-siimbér pénérimaan dan alokasi
pengeluaraan Desa dalam kurun waktu satu tahun.

18, Klasifikasi jenis usaha BUM Desa yakni Serving (Pelayanan Umum), Renting

(Periyewadri), Brokering (Peratitara), Trading (Berdagang, Findricidl Business
(Bisnis Keuangan) dan Holding (Usaha Bersama).
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Usalia vang seliiruh afali sébagian bésar nisdalnya dimiliki olekh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkarn guna mengelola aset, jasa pelayanari, dan usaha laifitiya ufituk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjut disingkat AD /
ART adalah afurdn fértilis organisasi yang dibuat dan disepakati béfsaria
oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dan
merigambil kebijakan serta menjalarnikan aktivitas dalain rahgka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama;

Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak
dipisalikann miénjadi kekayaari yang dipisalikar untidk dipérhitlingkan
sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah menampung seluruh kegiatan
perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik
kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya
masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk
dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

a.

Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan
kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat;

Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan wuntuk
fiienidorofig perigermbangan d4rn kemamipuan perekonomiafi masyarakat desa
secara keseluruhan;

Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan
tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;

Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan

mémberikan nilai tambah serta mengembangkan Féncana kerjasama usaha
antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
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Sasaran
Pasal 4
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran :

a. Terlayaninya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif;
dan

b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian
masyarakat Desa sesuai potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat
ASAS

Pasal 5

BUM DESA dikelola berdasarkan azas :
a) Asas transparan

b) Asas akuntabel

¢) Asas partisipasi

d) Asas berkelanjutan
e) Asas akseptabel

f) Asas otonomi

g) Asas keterpaduan
h} Asas keswadayaan

BAB III
PERAN; STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 6

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai
berikit {

a: Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan
Fafa-rata yang disérap oléh isdha mikro bulkarlah Usdhia yang bersifat
padat modal; dan

b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro
milik masyarakat Desa yang produktif.

Pasal 7
Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa
dilakukan dengasi :
a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di
Désa, yaig meéncakup aspek regulasi dan peérlindungar Usahd., Dengan
demikian wusaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan
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Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi
produktif usaha mikro;

Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manejerial guna
meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan

Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas
jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat,
tepat, mudah dan sistematis.
Pasal
8

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Desa :

a.

(1)

(2)

3)

Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan

Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai
bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan
kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

Partls1pa31 pengelolaan harus mampu mewu;udkan peran akt1f masyarakat
perkembangan kelangsungan BUM Desa dan

Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan
harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi
keuangan yang benar.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 9

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat :

a: bentuk organisasi;

b. kepengurusan;

c. hak dan kewajiban;

d: permodalan;

e. bagi hasil usaha;

f. keuntungan dan kepailitan;-

g: kerjasama dengan pihak ketiga;
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i. pembinaan dan pengawasan.

(4) Pembentukan badan hukurm BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa.

(5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4} belum
memadai, BUM Desa berbentuk lembaga usaha usaha yang dikelola oleh

Desa.

(6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan
dengan peratiiran perufidang-undangan.

Pasal 10
(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari
BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hal! BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan
hiikum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2):

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk kerjasama unit usaha meliputi ;

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian, dan melakukan kegiatann usaha dengan modal yang sebagian
besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan praturan perundang-
undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh)
persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga
keuangan mikro.

Pasal 12

(1) Syarat pembentukan BUM Desa :

a.atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan
musyawarah warga desa;

b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

c: sesuai dengan kebutuhan masyarakat; terutama dalam pemenuhan
kebutuhati pokok;

d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;

e: tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai asét penggerak perekonoiiian masyarakat Deésa;
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(2)

(1)

I; aaanya unit-unit usana masyaraKal yailg INerupakall Kegldldll CKOIL0IILL
warga miasyarakat yang dikelola sécara parsial dan kurang
terakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Mekanisme pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap :

a.rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi
organisasi dan tata  kerja, penetapan  personil, sistem
pertanggungjawaban, pelaporan, bagihasil dan kepailitan;

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan

d. penerbitan Peratﬁran Desa.

BABV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.

(2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh

seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.

(3) AD/ART bersifat mengikat bagl setiap komponen organisasi dan bersifat

melindungi kepentingan bersama.

Pasal 14

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai
berikut :

a.

Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat
desa dan tokoh masyarakat;

Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu
dan pérémpuan dalam timy);

Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya
dalam bentuk rancangan; ’

Pertemuan desa untuk membahas rancangan;
Membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
Penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan

Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola:
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(1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit
merfiuat :

a.nama,
b. tempat kedudukan;
¢: maksud dan tujuan;
d. kepemilikan modal;
€. kegiatan usaha; dan
f. kepengurusan;

(2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
palinig sedikit memuat :

a. hak dan kewajiban pengurus;

b. masa bakti kepengurusan;

¢: tata cara pembentukan dan pemberhentian pengurus;
d. penetapan operasional jenis usaha; dan

€. sumber permodalan.

__..BABVI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 16

(1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan
Desa.

(2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit terdiri dari :

a. penasehat atau komisaris;
b. pelaksana. operasional atau direksi dan;
C. pengawas.

(4) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dijabat oleh Kepala Desa.

{5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

a. direktur atau manajer; dan
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(6) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi
sosial budaya masyarakat setempat dapat ditufijuk unsur Pengawas

(7) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pada :

a. Anggaran Dasar; dan
b. Anggaran Rumah Tangga.
(8) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantiinm dalam lamipiran pératiran ifii.
Bagian Kedua
Pengelolaain

Pasal 17

Dalam pengelolaan BUM Desa; harus didasarkan pada :
a. Transparan sehingga dapat diketahui, ditkuti, diawasi dan dievaluasi;

b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan Kegiatan usaha;

d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada
masyarakat secara berkesinambungan;

e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam masyarakat Desa
sehingga memperoleh dukungan dati semua pihak; dan

f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan

Pasal 18

(1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2)
huruf a mempunyai tugas

a:memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Désa;

b:memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi penigelolaan BUM Deésa; dan

c: mengawasi pelaksanaan kegiatan wusaha apabila terjadi gejala
menlufinya Kifiefja kepengunisan.
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mempurnyal kéwenangan :

a: meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi

meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut
penigeloladn tisdha desa; dan

b.melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak
kelangsungan dan citra BUM Desa.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 19

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5)

adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha
Desa.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki

jabatarinyad sesual bidarig dan karakteristik usahianys.

(3) Pelaksana Operasional harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

(4)

(5)

(1)

a) minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
b) mempunyai jiwa wirausaha,

¢) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap ekonomi
Deésa;

d) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (duaj tahun;
dan

e) tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa atau BPD.
Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

a) meninggal dunia;

b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD; ART;
c) mengundurkan diri;

d)tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa; dan

e} terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam
AD/ART.

Pasal 20

Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai
berikut :
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berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi
warga masyarakat;

b.mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan
merata;

c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang
ada di Desa; dan

d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan
pendapatan asli Desa:

Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat 5 sebagai berikut :

a. membuat rencana anggaran pendapatan belanja BUM Desa;
b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
¢. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;

d.menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris
getiap tiga bulan sekali; dan

e. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Pengawas

Pasal 21

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang
dibentuk dengan ketentuan @

&

(1)

{2)

BUM Desa dimiliki hanya satu Desa maka pembentukan Pengawas dilakukan
denigan Keputusan Desa yang bersanglkutan; dan

BUM Desa dimiliki lebih dari satu Desa pembentukan Badan Pengawas
dilakukan dengan Keputusan Bersama antar Des4.

Pasal 22
Susunan Pengawas terdiri atas :
a. satu orang ketua merangkap anggota,
b, satu orang wakil ketua merangkap anggota;
c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
d. 2 (dua) orang anggota.

Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.

(3) Anggota Pengawas terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat

(4)

Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali
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kiriérja BUM Désa.

(5) Masa bakti pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan diatur dalam Anggaran
Dasar dan Ahnggaran Rumali Tafigga BUM Désa.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pasal 23
Hak BUM Desa adalah :
a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;

b. Menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik
desa;

¢. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;

e. Mengembangkan jenis usaha BUM Desa;

f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

g« Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka
peRgembangan BUM Desa; daa

h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam
bidang telshis pengelola usaha.

o Pasal 24
Keéwdjiban BUM Deésa adalah

a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha
masyarakat yang meérlipakan kegiatan ekonomi masyarakat;

b. Memberikan kontribusi kepada Desa; dan
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.
BAB VII
ADMINISTRAS!
Pasal 25
(1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah :

a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat
fermasuk kondisi kéudiigan;

b: alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota; pengelola dan
pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;

c; alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana
kefja; dan



L cularl VIIEQILLAL D L LU Ol L
M

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
harus tersedia adalah :

a. buku daftar anggota;
b. buku kegiatan; dan
¢: buku lainnya:
Pasal 26

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b, mitiimal ferdifl dari ¢

a: buku kas umum;
b. buku kas harian;
c. buku bank;

d: neraca;

e. laporan rugi laba;
f. laporan arus kas.

(2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalali :

a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola
nfik menghindarinya terjadinya pemiisatan kKéweiangan;

b: direksi sebagai pelaksana; maka fungsi pengelola BUM Desa untuk
menjalarnikan organisasi harus memiliki sfandar kemamipuan dan
keterampilan tertentu;

c. periu disusun adanya Job desk/diskripsi tanggungjawab dan wewenang
pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;

d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan
persetujuan dengan komisaris BUM Desa;

e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan
aturan yang sudah dmepakatl bersama sebagaimana yang tertuang dalam

AD/ART BUM Desa, sefta prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;

f. pengelola harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and
balarice baik olel pemerifitalian desa maupui fiasyarakat; dati

g. periu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.
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JENIS USAHA, PERMODALAN DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Jéniis Usaha
Pasal 27
(1) Jenis-jenis usaha meliputi :
a) pelayanan umum (serving) terdiri dari:
air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya local,
TTG dan jenis pelayanan umum lainnya;
b) penyewaan (renting), terdiri dari :

alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah
milik BUM Desa,barang sewaan.

c) perantara (brokering); terdiri dari :

d) berdagang (trading); terdiri dari :
hasil pertanian, Sarana prasarana produksi pertanian, dan kegiatan
usaha produktif lainnya.

¢) bisnis keuangan (financial business)}, terdiri dari:
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

f) usaha bersama [holding). terdiri dart :
Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasika jenis
usaha lainnya.

g) kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan
potensi Desd yang bersangkutan.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Bagian Kedua
Modal BUM Desa

Pasal 28

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa:
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
a) penyertaan modal Desa; dan

b) penyertaan modal masyarakat Desa.
Pasal 29

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)



(2)

(1)
()

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

FEULL LIL & LCLLUILEL Dy

a.hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;

b.bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisnie APBDES;

d.aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan
peraturan perunidang-undangati tentang Asét Desa.
Penyertaan modal masyarakat Dcsa sebagalmana dlmaksud dalam pasal 28

masyarakat
__  Bagian Ketiga
Kepailitan BUM Desa
Pasal 30
Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;

Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupl kerugian dengan aset dan
kekayaar yang dimililiriya, difiyatakarn fugl melalul musyawaral desa; dan

Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan
aset dan kekayaannya, dmyatakan pailit sesuai denigan ketenituian pefaturai
perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
KERJA SAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 31
BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa ataw lebih;

Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu
Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dalam Propinsi;

Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan
persetyjuan masing-masing Pemerintah Desa melalui Peraturan Bersama
Kepala Desa (permakades);

Kerjasama antar 2 {dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah
perjanjian kérjasame;

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih paling sedikit
memuat {

a) subyek kerjasama;
b) obyek kerja sama;

¢) jangka waktu;



rptzlocg mamsl dnwonode Isizea ngouos! oleswe Mediy oosby s did e
cTRETES el o tastorn el icinels yany ook mescfiao! won Vish

sirane b neh et ® Hevuntt o denoermomot r{ﬁ:rziwurmaf‘l cenniind

ST A e oo abeteery sl et v SREFERE y SO N YIS T s PR

- PR P . - . . AT M . - . H -
nuonGH s oipor smclias ateswe ol orn ) edlkaye proeespood o

f llff]'.‘{ flj;.. \1;4;.) f?i';,-'}jj:-.l 1-’;-’_[\“[?‘_?_,‘;

e o S gl . [ -
apnddop rediiesgqeb unas g toooh oy
—‘.

r
HUA S ueionstarn st roalunsa D oty vead dulnlod anc rrdssd

pustidorn -3 g ool 0 e Sof3EH S el pod lipepaey o e paedt e

LU e A B e ehirn s ln”U'-:r' [1a Ty

aspeton o ocenir gpoadas cau T bl emin Dabhorie e etiegn e
1 M 1 1

NROEGITIe Lisis Dol Sedrnyasm nagrndad raale D3esrad o onoo () dogs
Senles g

seeall MU gedud iheinoo send MY ansleib 205 ¢ aniorion

Lo cngis painraad nppinreae D Salin e MUITE It ol

il nealy devrsvarint talacs fooos gedetro e cocgiadini gonv s s ol
i 'i‘e.m". 'ij‘,{xz.;"- i f et fonehe o) A ,‘fl'-;‘\{ goaalt NS SLbga - g o 0ld
PR oty 6T st aoh L ez tling nadosiosnb L sgnnnsvedod osh fesn
.su-;:ii.r‘r;q‘)‘zi InOnnart e by onsboau g

X UAH
AR STATUIA AZHO MTTH AMAZ ALSH A

. ..
i r L 3
feirand

TUUATU s emlei e b e rnd oo by g e euf U H

b
-y
it
L)
[
-
e
iy

uslah rexiiddsy ah hdsl e saud MU sulbl @ 1e3is LInBRB T A
unlial ehielsub 1s0h Udol gaie neod MUS s It BlTod

Cenilgor | isish curvsgisuLA oisr toe s oo, e
taarsaebhaem agted et rosta a0 TAGED {soh) L tmiers sroo sl
sireziott aesubsted julotton gaal!l toori S nnizem-grigso uuug_m il

deebndnorrog) seodd slnosi

dedesn roslehy gmurd Ted et e BPYIE nabl T gevene imeesiiod

cirtsaniia ‘hiL-' 18] fey

Hotlr il it psee sesl WO Cnador no anid apeigniieeg ool s¥

I E N ES 1Y
O ;L{a-’-\l -.E,_.-’.‘.rfirn, (l(_r
:8rie? g Joado (d

s shansy

by



u; llan udil neweajliratl;
€) pendanaan;
f) keadaan memaksa; dan

g pengalihan aset dan penyelesaian perselisihan.:

Pasal 32

(1) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh
pelaksania operasional dari masing-masing BUM Désd yang bekerja sama;

(2) Kegiatan kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan
kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa;

(3) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 33

Persyaratan kexjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dima.ksud dalam

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;

b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;

¢. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;

d: mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi
antar anggota;

e. identifikasi bidang yang saling tergantung,

f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan

g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 34

(1) Kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam
Pasal 31 dapat dilakukan bersama antara Desa yang mengandung unsur
titnbal balik salifig meénguntiinigkan dalam pényélénggaraan pengémbangan
usaha BUMDes.

(2) Kerjasama antara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dapat
dilakuikan defigan béntuk sebagai BeFAIaUE ¢

a. kerjasama antara Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
b. kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan

c. kerjasama antara Desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, Desa.
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Pasal 35

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan
déngaii Képiitusan Bersama.

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); paling sedikit
memuat :

a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
c. pembiayaan;
d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
e. pembagian keuntungan dan kerugian,;
f. pembinaan dan pengawasan;
g: ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
h. penyelesaian perselisihan.
Pasal 36
{1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa; kerjasama/kemitraan antara
pelakui 1isaha dengan warga Deésa sangat diperliikan dalam péngénibangan
jenis usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.

(2) Kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) halus
memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
b: perencanaan kerjasama usaha;
c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
d. bentuk kemitraan usaha.
BAB X
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL
Pasal 37

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem

kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampat 31 Desembet.
Pasal 38

(1) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan

modal, kas Desa, dana pendidikan pengurus, bonus pengurus, dana sosial
dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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dimakstid pada ayat (1), diatur deéfigan Perafiirarn Désa bérpéderian pada
peraturan perundang-undangan.

(3) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan
keuangan BUM Desa.

____. BABXI . _
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39
{1} Pengurus BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Desa wajib menyusun
laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah
Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;

b: laporan pertanggungjawaban memuat :

1. laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;

2. kinerja usaha yang menyakut realisasi kegiatan usaha, upaya
pengembangan, dan indikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi:

¢. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan
serta pengembangan usaha ke depan.

(38) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40
(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan
kepidtan BUM Desd.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1);
Biipati dapat melimpahkan Kewenangari kepada Kepala Dinas Sesial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang.

(4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Kepahiang sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan
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Pasal 41

{1} Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan
pefigawasan atas pengelolaan BUM Desa.

(2) Inspektorat Kabupaten Kepahiang melakukan pengawasan atas pengelolaan
BUM Désa.

BAB Xill

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap

oratig imengetahuinya, memerintahkan pengundatigan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang = _
Pada Tariggal 70 feorusr 2017

s+ BUPATI KEPAHIANG; /f
/%;’lﬂ"—\h

-

/VHIDAYATTULLAH SJAHID 7/]

Diunflangkan di Kepahiang =~
1o Febvudr 2017,

ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 7B} NOMOR: 8
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